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ABSTRAK 

FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNY A 

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA 

(Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN) 

Ahmad Dahlan Hasibuan1 

Dr. Mirza Nasution, SH, M. Humii 

Arif, SH, MHiii 

Peradilan Tata Usaha Negara dalam proses pembentukannya bertujuan untuk 

merr.berikan pcrlindungan hukum kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan 

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, walaupun pada kenyataannya tidak sedikit 

para pencari keadilan yang merasakan kekecewaan sebagai akibat tidak 

dilaksanannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan/Pejabat Tata 

Usaha Negara itu sendiri. 

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan kepada 

kesadaran Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan peneguran berjenjang secara 

hirarki (floating form) sebagaimana diatur dalam kaidah pasal I I 6 Undang­

Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara temyata kurang efektif dapat 

memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melalcsanakan putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta dan kenyataan tersebut mendorong penulis 

; Mahasiswa Program Pascasarjana Umu Hukurn Universitas Medan Area 
ii Dosen Pembimbing l 
iii Dosen Pcmbimbing II 
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untuk meneliti Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Dan Upaya 

Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Medan Nomor: l 7/G/2000/PTUN-Mdn) melalui pendekatan teori sistem hukum 

yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan 

budaya hukum (l.egal culture) dengan menggunakan metode deskriptif analisis 

berdasarkan penelitian kepustakaan (Ubrary research) serta meminta masukan 

dari beberapa informan terutama hakim dan panitera pada Pengadilan Tata Usaha 

Negara Medan. 

Penerapan upaya paksa dan sanksi administratif temyata belum efektif mampu 

memaksa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan 

sehingga kaidah pasal I 16 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

dipandang per!u dan sangat mendesak untuk direvisi dengan memasukkan 

lcmbaga contempt of court didalamnya sebagai ultimum remidium yang 

diharapkan mampu membuat jera para Badan/Pejabat yang tidak melaksanakan 

putusan Pengadiian Tata Usaha Negara sehic.gga k.eadilan dan k.epastian hukum 

yang dicita-citakan dapat ditegakkan. 

;Kata KlJ.D.Qj : 

- Putusan Pengadilan, 

- Kepatuhan Melaksanakan Putusan, 

- Kcpastian Hukum. 
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KA TA PENGANT AR 

Assalamu 'alaikurn Wr. Wb 

Pertama dan yang paling utama penulis mengucapkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan nikmatNya terutama nikmat 

kesehatan, kekuatan dan kemampuan bagi penulis hingga dapat menyelesaikan 

rangkaian perkuliahan pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas 

Medan Area sampai penyelesaian tesis ini. Penyelesaian penulisan tesis ini 

dilakukan dengan penuh Iiku-Iiku perjuangan dan doa. Oleh karenanya pada 

kesempatan yang indah ini saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan ik.hlas 

atas segala dukungan, pengorbanan dan doa mereka yang senantiasa rnemacu 

semangat untuk menyelesaian tesis ini. 

Ucapan terima kasih yang pertama penulis sampaikan kepada ibunda dan 

ayahanda tercinta Nurhalimab Siregar dan Maratua Hasibuan serta para guru 

dan dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah 

membesarkan, mendidik dan mengajarkan penulis pada kecintaan akan ilmu 

pengetahuan. Ucapan terima kasih yang teristimewa penulis haturkan kepada istri 

tercinta Dermila Siregar, S.Pd yang tidak pemah bosan mendoakan serta 

memberikan dukungan dan motivasi agar penulis tidak jenub menghadapi 

perkuliahan karena ilmu sangat penting dimana saja dan kapan saja. Dan yang 

penulis sayangi ananda Fitri Adelia Hasibuan yang memberikan semangat dan 

inspirasi yang sangat Juar biasa bagi penulis untuk melanjutkan perkuliahan pada 
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Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum karena dengan sifat kekanak-kanakannya 
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Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakanda Dr.Mirza 

Nasution, SH.M.Hum dan kakanda Arif, SH.MH yang telah memberikan 

bimbingan tanpa pamrih dan bahkan tidak mengenal waktu dan tempat hingga 

penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini serta kakanda Elvi Zahara 

Lubis,SH.M.Hum dan Muaz Zul,SH.M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Penguji 

Tesis maupun kakanda Dr. Marlina,SH. M.Hum selaku Penguji Tamu yang telah 

banyak memberikan masukan yang sangat berharga bagi penyempumaan 

penulisar. tesis ini. Dan ucapan terima kasih juga disampikan kepada Rektor 

Univers!tas Medan Area, Direktur Program Pasca Sarjana Uni\'ersitas Medan 

Area ibunda Prof.Dr.Ir.Retnawati Kuswardani,MS serta Ketua Program Studi 

Magister Ilmu Huk:.Jm Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area beserta 

seluruh jajaran dosen/ staf pengajar dan rekan-rekan mahasiswa yang namanya 
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sampai selesainya penulisan tersis ini. Secara khusus, penulis juga menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada abanganda Angku Muda Hasibuan, SH dan Nerson 

Diapari Simanjuttak, SH (Econ) yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

baik moril maupun materi l hingga penulis berbasil menyelesaikan penulisan tesis 

ini. Penulis sadar bahwa jasa baik semua pihak hingga selesainya penulisan tesis 
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ini tidak mungkin dapat dibalas dan penulis hanya dapat mendoakan mudah­

mudahan mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. 

Akhirnya penulis berharap tesis yang masih jauh dari sempuma ini dapat 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi semua 

kalangan, dan yang terpenting lagi mudah-mudahan penulis kelak dapat 

mendarma baktikan pengetahuan tersebut kepada generasi muda harapan bangsa 

baik secara fonnal maupun non fonnal. Amin Ya Robbal Alamin. 

Medan, 16 April 2012 

SlBUAN 
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1.1.Latar Belakaog 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penegakan hukum merupakan titik krusial dalam pengamalan supremasi 

hukum dan keadilan. Penegasan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 (selanjutoya disebut "UUD 1945") setelah adanya perubahan keempat, 

bahwa Republik f ndonesia adalah Negara hukum, walaupun dalam 

pelaksanaannya temyata belum dapat terselenggara dengan baik, padahal 

mekanisme ataupun proses penegakan hukum yang sesungguhnya telah diatur 

dalam berbagai peraturan penmdang-undangan d~m dalam praktek masih 

menemui kendala-kendala serius di lapangan, sehingga hakekat dan makna 

penegakan hukum menjadi pudar, yang berakibat warga masyarakat menjadi 

apatis terhadap pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. 

Pengadilan sebagai lembaga/institusi terakhir daiam penegakan hukum dalam 

praktek j11ga sering memberikan putusan yang tidak adil dan yang lebih ironis lagi 

putusan yang dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (lncracht 

van Gewijde) sering tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dikarenakan 

kesadaran hukum masyarakat maupun penguasa sangat rendah yang berakibat 

kepastian hukum yang didambakan pencari keadilan menjadi tidak mendapatkan 

perlindungan hukum. Lembaga Peradilan tercakup dalam ruang lingkup 

kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah pasal 24 ayat (2) UUD 1945 
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2 

ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 1 

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup sengketa Tata 

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 

dan perubahan Kedua sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

Tentang Peradi!an Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang 

Tentang l'era<lilan Tata Us2ha Negara"). Setiap pennasalahan dengan 

birokrasi, dengan perkataan lain setiap sengketa yang timbul antara pemerintah 

dengan plhak yang dirugikan baik perorangan maupun badan hukum atas 

terbitnya keputusan Pejabata Tata Usaha Negara atau karena tidak diterbitnya 

keputusan Tata Usaha Negara menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang 

ditentukan Undang-Undang yang merugikan kepentingannya, muara 

penyelesaiannya adalah melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Dalam masyarakat awam tenninologi birokrasi memiliki konotasi yang kurang 

baik. lstilah birolcrasi acapkali dipahami sebagai prosedur kerja yang berbelit­

belit, proses pelayanan yang lamban, mekanisme kerja yang tidak afektif dan 

efisien serta sumber penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Berkembangnya 

1 Undang-Undang Dasar 1945 Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2007. 
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Negara terhadap Pej abat Tata Usaha Negara Daera,. Mak8lah 
Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004. 

----------, Kebutuhan Hu/cum Pejabat Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara di Medan, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Dok.tor Dalam 
Ilmu Huk1,1m Pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005. 

Ujang Abdullah, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem 
Peradilan di Indonesia 

---, Penerapan Upaya Hu/cum Paksa Berupa Pembayaran Uong Paksa di 
Pengadilan Tata Usaha Negara, Makalah disampaikan pada perpisahan 
Hakim Agung Titi Nurmala Siagian,SH.MH. 

Yos Johan Utama, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa, 
disampaikan pada pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada 
Universitas Diponegoro. 
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Progrom Studi : M11giste1 .4f(mi11i.•·tra~i Publik - Mag.'ster Ar.:ribi.1·r: is 
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.lalan Sctia lludi No. 79- B Tcl1·· (f,1'1) 823199.t Fllx (06 1) RH63J I Mcd:lll 1~1::0 

Nomor 
Lampi ran 
Hal 

: 7 itD /VVadir.AkJPPs-UMA!kK/201 '1 

: Pengambilan Data 

Ylh, KetJa Per.gadilan Tnta Usaha tJegarc; Mrj3n 
di-

T6mpat 

Der.gan h:.mnat. 

12 Mciret 2012 

Scilubun\;ar. dengan adanya ·:L1gas Akhir rr:ahasi~ ;\"J<..l Prograr.1 Pasca~arj<>na Magister llmu 
Hukum Universitns Medan Area, kami r.1oh0i1 kes~diaan Saudara untck memberikar1 izin 
k")pada mahasiswa yang te1sGbut r~amanya 11 oawc:;h 1r. i : 

Nam a 
NPM 

: A11r.iad Dahlan Hasitiu<Jn 
: 1o~803007 

Program Stuci : Magister limu Huku!Tl 

Untuk melni<sai1akan rengambilan dat;i cti i'1scar.~i yang saudata pimpin sebagai bahcin 
melengkapi tugas-tugas pe;nulisan Te~is par~n ro9r:Jm F'ascasarjana Magister llrnu Hukum 
Unive1-sitas Meda;1 Arna. 

Disampirig itu periu kami sarnpail<an bahv1n .nat:asiswz. yang tersebut diatas menQamb:I judul : 
"Problematika Pelaksanaan Putusan P~nf1~diln.1 Tata Useha Negara daldm Praktek 
(Analisis l(asus Putusan Pengadilan Tc.ta li~&ha Negara Medan Nomor 17iGn\WO/PTUN • 
Medan)". 

Demikian disampaikar., atas bc:ntuan ddn k~fidsrnn~ y::.ing baik diucapkan terimakasih. 

cc · file 

Kampus Utama : Jalar. Kolam Nomor 1 Med;in Estat~ Telp. (Oc1} 7:.;f6'378 Fax. (061) 7366998 Medan 20223 
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PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN 
JLN. LISTRIKNo. 10 MEDAN (20112) 

Telepon : ( 0 61) 4516221 

Medan, 12 April 2012 

No. WI.TUN/ ///AT.02.05ffV/2012. Kepada Yth: 

Lamp. 

Hal : Telah Mengambil Data 

Direktur Program Pasca Sarjana 

Magister Ilmu Hukum 

Universitas Medan Area Di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Medan. di-

Medan 

Sehubungan dengan surat dari Walcil Direktur Progra.11 Pasca Sarjana Magister Ilmu 

Hukwn Universitas Medan Area Nomor : 740/Wadir.Ak/PPs-UMA/AK/2012 tanggal 

12 Maret 2012 perihal Pengambilan Data, dengan ini kami beritahukan bahwa yang namanya 

tersebut di bawah ini : 

Nama 

NPM 

AHMAD DAHLAN H ASIDUAN. 

1OI803007. 

Program Studi : Magister Ilmu Hukum. 

Adalah benar telah mengambii data di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk 

melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum 

Universitas Medan Area dengan judul : 

" Problcm atika Pelaksan aau P ntusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Praktck 

(Analisa Kasus Putusan Pengadilan T ata Usaba Negara Medan Nomor : 17/G/ 

2000/PT UN-MDN) ". 

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya 

' . 
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Program Studi : Mugi~ter Adminislrasi Pub/ik - M agister Agribisn is 
M agister flmu Hukum - M agister Psikologi 

J &lan Set ia Budi No. 79-B Telp. (OG I) 8 201 994 Fax. (061) 822633 1 Medan 20120 

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN TESIS 

Nama Lengkap ~tt MAD \)AH LAN \-\-A~lBtJAN 

NPM _jOt 8o300f 
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM 

Komisi Pembimbing : 1 ......................................................................... ( Ketua) 

2 ..... .. .. . ...... ~ .. ........ ...................... ...... ... ............... ( Sekretaris) 

3 .. ~.~.: .. ~.1.~.~ ... ~~.~~.~ .. '.'.~.~.1 . .' .. ~:·.~ Pembimbing I ) 

4 . .. ~~+ ... ~ .. ~.~.: ... ~.~ .... .. .... ........................ ( Pembimbing II) 

Judul Tesis 

5 .......................................................................... ( Penguji Tamu) 

. ~ro~Ltw.o..:t\1.ca. fdo.1...r~~ <\'-)v..Jv~<41 ........................................................................................ .. ................................ 
P~~~ TMn Vs~ ~\J~-~ D<l~ 
·r·~~·{:~ ... ('~·~:i:·~·~:· · .. ~·~·~::;~ ... f~·~·::··· .. ~·N·· .. .. 
........................................................... , .............................................................. . 
t'vt.e~ i\f~ . l'=f ( G /'kx:o / f>rutJ - ~DN ) . 

Jadwal Meja Hijau : Hari 

Tanggal 

Jam 

DIKETAHUI DAN MENYETUJUI 

Pembimbing II · 

t)r . "Nrr J.c. No.w-ho~ 1 ~ . M . Hru.... A-r \.f ,,. ~ H- NH 
( ............... ................................ ....... ....... ...... ::.~ ( ........ .................... ...... .................................. .. ) 

, 
T elah Diperiksa Kelengkapan Serkas 

No. /BAA/20 .. Medan, .......... :::~ ... ~~ .... ?.?t2-

• mpu~ Utama: Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. (061) 7366878 Fax. (061) 7366998 Medan 20223 




